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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Konflik merupakan suatu proses yang berawal dari salah satu pihak berpikir 

bahwa pihak lain telah dipengaruhi, atau akan dipengaruhi secara negatif untuk 

kepentingan pribadi atau kelompok. Konflik dapat terjadi karena perbedaan tujuan, 

nilai, persepsi, dan kepentingan pribadi atau kelompok. Konflik dapat 

menyebabkan sebuah perubahan yang dapat bersifat negatif atau positif. Perubahan 

ini disebabkan oleh hakikat dan sifat alamiah manusia yang selalu ingin 

mengadakan perubahan. Hirschman (2015) menegaskan bahwa rasa bosan manusia 

memang menjadi suatu tolak ukur dari suatu perubahan.  

Perubahan sosial budaya sering terjadi di masyarakat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, termasuk konflik agraria terkait konversi lahan. Perubahan sosial 

budaya tersebut awalnya bersumber dari konflik agraria yang timbul akibat alih 

fungsi lahan, sehingga menimbulkan perubahan sosial budaya masyarakat yang 

dapat mengubah struktur kehidupan masyarakat lokal. Di Indonesia, sebagian besar 

masyarakat mengalami transformasi sosial melalui perubahan penggunaan lahan, 

yang seringkali terjadi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat 

lokal. Salah satu masalah yang menarik untuk diteliti adalah Pulau Rempang, Kota 

Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang mengalami perubahan signifikan akibat 

konflik agraria terkait alih fungsi lahan untuk pembangunan ekonomi. 

Berbagai bentuk perubahan yang dialami masyarakat dapat berupa perubahan 

sosial meliputi, perubahan nilai dan norma masyarakat, perubahan pranata sosial, 

perubahan dalam struktur sosial, dan juga perubahan dalam pola interaksi antar 

kelompok masyarakat. Adapun perubahan dalam bidang kebudayaaan dapat 

berwujud perubahan bahasa yang digunakan dalam masyarakat itu sendiri, bahkan 

perubahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya 

perubahan sosial budaya ini dapat menghasilkan akulturasi, asimilasi, difusi, 

maupun inovasi (Soekanto, 2014).  

Konflik merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. 

Menurut Soerjono Soekanto (1994) konflik adalah suatu proses sosial dimana 
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individu atau kelompok orang berusaha mencapai tujuannya melalui perlawanan 

dari pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Konflik seringkali 

timbul akibat adanya perbedaan dalam aspek fisik, emosi, budaya, kebutuhan, 

kepentingan, dan perilaku antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. 

Perbedaan ini akan menyebabkan perselisihan apabila sistem sosial yang ada tidak 

mampu menyesuaikan diri dengan keberagaman tersebut. 

Pemahaman konflik agraria pada masyarakat adat dari perspektif sosiologis 

melibatkan analisis interaksi sosial, kekuasaan, dan identitas yang terbentuk dalam 

konteks penggunaan dan penguasaan lahan. Dimana cara masyarakat adat 

berinteraksi dengan lingkungan mereka, serta bagaimana struktur sosial dan budaya 

mempengaruhi akses dan kontrol terhadap sumber daya alam. Masyarakat adat 

sering kali memiliki hubungan yang kuat terhadap tanah dan sumber daya alam, 

menjadi bagian menyeluruh dari identitas budaya mereka. Konflik agraria dapat 

muncul ketika hak-hak tersebut diabaikan atau dilanggar oleh pihak luar, seperti 

pemerintah atau perusahaan swasta (Bakker, 2010).  

Dalam konteks sosiologis, konflik agraria juga mencerminkan 

ketidaksetaraan dalam struktur kekuasaan. Masyarakat adat sering kali berada di 

posisi yang lemah dalam bernegosiasi dengan aktor-aktor yang lebih berkuasa, 

seperti pemerintah dan perusahaan besar. Hal ini dapat menyebabkan marginalisasi 

dan pengabaian hak-hak mereka (Peluso & Lund, 2011). Masyarakat adat tidak 

hanya diam dalam menghadapi konflik agraria; mereka sering kali terlibat dalam 

proses negosiasi dan perlawanan untuk mempertahankan hak-hak mereka, meliputi 

mobilisasi sosial dan penggunaan strategi hukum untuk melindungi tanah dan 

sumber daya mereka (Ribot & Peluso, 2003). 

Konflik agraria yang disebabkan oleh perebutan fungsi agraria hak tanah. 

Beberapa faktor-faktor yang menimbulkan konflik agraria, yaitu adanya perebutan 

kepemilikan tanah, perubahan pemanfaatan tanah untuk kepentingan komersial, 

pengusiran penduduk dari perumahan untuk pembangunan yang lebih 

menguntungkan bagi perseorangan, serta perbedaan kepentingan yang terjadi di 

antara perorangan, pemerintahan, pemilik tanah, serta masyarakat yang terkena 

dampak. Masyarakat terpaksa meninggalkan rumah mereka karena mereka akan 

digusur untuk tujuan pembangunan infrastruktur, dan tidak diterimanya ganti rugi 
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dari pemerintah sesuai dengan harapan masyarakat sehingga menimbulkan konflik 

agraria atas pemanfaatan tanah (Sumardjono, 2008). 

Adanya konflik agraria atas pemanfaatan tanah telah memberikan dampak 

yang signifikan terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat. Dampak sosial jika 

terjadi konflik agraria akibat alih fungsi lahan antara lain: 1.) Konflik sosial dimana 

timbul ketegangan antara kelompok masyarakat dengan pihak-pihak yang terlibat 

dalam alih fungsi lahan; 2.) Perubahan struktur sosial dimana hierarki sosial dan 

interaksi antar kelompok masyarakat dapat mengakibatkan marginalisasi suatu 

kelompok masyarakat; 3.) Pengungsi dan perpindahan penduduk: konflik agraria 

dapat memaksa orang meninggalkan negara asal mereka, yang menyebabkan 

perubahan dalam komposisi sosial dan budaya. Adapun dampak budaya apabila 

timbul konflik pemanfaatan wilayah lahan antara lain: 1.) Perubahan nilai-nilai dan 

perubahan adat istiadat di tempat terjadinya perubahan tersebut dalam cara hidup 

masyarakat yang mengakibatkan hilangnya tradisi dan nilai-nilai budaya yang ada; 

2.) Adaptasi budaya: ketika masyarakat mencari adaptasi dengan mempelajari cara 

hidup baru, hal itu dapat berdampak pada identitas budaya masyarakat tersebut; dan 

3.) Perubahan bahasa dan dialek: perpindahan penduduk dapat mempengaruhi 

bahasa dan dialek lokal (Sumardjono, 2008). 

Rempang adalah salah satu pulau di kawasan Batam, Provinsi Kepulauan 

Riau, yang telah lama dihadapkan pada konflik terkait pertanahan, terutama 

mengenai perubahan fungsi lahan. Secara administratif, Pulau Rempang terletak di 

wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau. Rempang mencakup area seluas 16.583 

hektar, yang terbagi menjadi dua kelurahan, yaitu Rempang Cate dan Sembulang di 

Kecamatan Galang. Selain itu, terdapat 16 desa tua di pulau ini dengan jumlah 

penduduk sekitar 7.512 jiwa. 

Pulau Rempang, yang terletak di Kota Batam, menjadi salah satu wilayah 

strategis di Indonesia berkat potensi besar yang dimilikinya dalam berbagai sektor, 

seperti pariwisata, ekonomi, dan sosial. Dalam bidang pariwisata, Pulau Rempang 

dikenal dengan keindahan beberapa pantainya, di antaranya Pantai Pasir Panjang, 

Pantai Sambulang, dan Pantai Teluk Bakau. Selain itu, terdapat pula sejumlah 

destinasi wisata alam lainnya, seperti hutan bakau dan air terjun. Dari sisi ekonomi, 

Pulau Rempang menawarkan peluang besar untuk pengembangan sektor industri, 
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pertanian, dan perikanan. Sementara itu, secara sosial, masyarakat Pulau Rempang 

dikenal akan keramahannya dan memiliki budaya lokal yang unik dan memikat. 

Sayangnya, potensi besar yang dimiliki pulau ini sering kali menjadi sumber 

konflik di antara pemerintah, pengembang, serta komunitas setempat. 

Konflik agraria berawal dari alih fungsi lahan pertanian masyarakat adat di 

Pulau Rempang menjadi daerah proyek pembangunan, terutama untuk industri dan 

pariwisata, seperti Rempang Eco-City, yang mengabaikan hak-hak yang dimiliki 

masyarakat adat. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi daerah, namun 

sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang telah mengelola lahan 

tersebut yang menjadi warisan leluhur selama bertahun-tahun. Pihak-pihak yang 

terlibat dalam konflik agraria ini meliputi masyarakat adat, pemerintah, perusahaan 

swasta seperti PT. Makmur Elok Graha, serta perusahaan asing seperti Xinyi Group 

(Tempo, 2023).  

Masyarakat adat merupakan pihak yang paling terdampak oleh alih fungsi 

lahan, dikarenakan hilangnya akses terhadap tanah dan sumber daya yang menjadi 

bagian dari kehidupan mereka. Pihak pemerintah berperan dalam pengambilan 

keputusan terkait alih fungsi lahan yang seringkali tanpa melibatkan masyarakat 

adat dalam diskusi antara satu sama lain dalam pengambilan keputusan terkait 

perencanaan dan pembangunan. Pihak swasta yaitu PT. Makmur Elok Graha, 

memiliki peran sebagai pengembang proyek dan memiliki kepentingan dalam 

penguasaan lahan untuk tujuan komersial. Sedangkan perusahaan asing Cina, 

seperti Xinyi Group berperan sebagai investor asing utama dalam proyek Rempang 

Eco-City dengan investasi sebesar Rp. 172 triliun (Tempo, 2023). 

Salah satu Proyek Strategis Nasional adalah pembangunan Rempang Eco-

City di Pulau Rempang Batam. Rempang Eco-City adalah proyek kawasan terpadu 

mencakup kawasan industri, perdagangan, pemukiman, dan wisata yang dirancang 

berdasarkan struktur dan fungsi ekosistem alami yang mandiri dan tangguh. Hal ini 

dilaporkan di situs resmi Badan Pengusaha Batam (BP Batam) mengatakan alasan 

pengembangan Rempang Eco City kedepannya mungkin menjadi mesin ekonomi 

baru bagi Indonesia. Hal ini karena dengan keberadaan proyek ini dapat 

ditingkatkan kegiatan ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), 

membuka lapangan pekerjaan, pembangunan secara menyeluruh, maupun investasi 
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berkelanjutan. Pemerintah bersama Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan 

beberapa investor merencanakan proyek “Rempang Eco City” sebagai bagian dari 

program pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan 

investasi dan menciptakan lapangan kerja. 

Konflik agraria alih fungsi lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, 

bermula dari rencana pemerintah mengembangkan kawasan Rempang Eco City 

tersebut menjadi pusat industri dan wisata. Namun rencana ini menimbulkan 

kontroversi karena melibatkan penggelapan lahan yang ditempati oleh masyarakat 

lokal, khususnya suku Melayu dan Orang Laut, yang telah turun temurun tinggal di 

Pulau Rempang. Masyarakat adat setempat menolak usulan amandemen tersebut 

karena mereka meyakini bahwa tanah tersebut merupakan tanah leluhur yang 

memiliki nilai sejarah dan budaya yang mendalam. Di sisi lain, pemerintah dan 

investor melihat perkembangan ini sebagai peluang ekonomi yang besar bagi 

kawasan, termasuk peluang untuk memperbaiki infrastruktur, pendidikan dan 

kesehatan.  

Penolakan terhadap pembangunan Rempang Eco City datang dari masyarakat 

adat Pulau Rempang. Berbagai bentuk penolakan tersebut menghambat 

pembangunan proyek yang telah digagas sejak tahun 2004 tersebut. Pendekatan dan 

komunikasi yang tidak melibatkan masyarakat lokal, serta kekhawatiran terhadap 

dampak sosial, ekonomi dan budaya telah memperburuk situasi, sehingga 

menimbulkan protes dan ketegangan yang berujung pada konflik agraria. 

Penolakan yang dilakukan oleh penduduk asli Pulau Rempang tersebut disebabkan 

adanya perebutan hak atas tanah di Pulau Rempang. Laporan dari berbagai situs 

berita, penduduk asli mengklaim bahwa tanah ini adalah tanah warisan. Dengan 

dibangunnya proyek Rempang Eco-City, tanah-tanah masyarakat adat di Kelurahan 

Sembulang telah tergusur. 

Konflik agraria di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau 

menggambarkan sebuah perbedaan antara status de facto dan de jure. Secara de 

facto, masyarakat menggangap mereka memiliki hak atas lahan yang telah mereka 

kelola secara turun-temurun, sedangkan secara de jure pemerintah dan pihak swasta 

mengklaim hak atas tanah berdasarkan regulasi dan kebijakan yang ada melalui Hak 
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Guna Usaha (HGU) yang diberikan oleh perusahaan, seringkali tanpa pengakuan 

terhadap hak-hak masyarakat adat untuk kepentingan industri dan pembangunan. 

Konflik yang meletus di Pulau Rempang dilatarbelakangi oleh pembangunan 

proyek Rempang Eco City. Berdasarkan laman resmi BP Batam, pembangunan 

Rempang Eco City yang merupakan salah satu proyek strategis nasional ini akan 

membutuhkan lahan seluas 7.572 hektare atau setara dengan 45,89% dari total luas 

pulau. Sesuai dengan keputusan pemerintah tentang hak guna lahan Pulau 

Rempang, proyek Rempang Eco City akan dilaksanakan oleh PT. Makmur Elok 

Graha. Dengan begitu, proyek ini berhasil menarik investor asing asal Negeri Tirai 

Bambu yakni Xinyi Group. Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilakukan 

pada tanggal 28 Juli 2023 di Chengdu oleh PT. Makmur Elok Graha bersama 

rombongan Xinyi Grup. Penandatanganan perjanjian ini dilakukan di hadapan 

Presiden RI. Grup Xinyi sebagai Produsen kaca asal Tiongkok ini konon 

berinvestasi hingga Rp. 172 triliun (BBC Indonesia, 2023). 

Konflik berujung tabrakan ini terjadi pada 7 September 2023 di Jembatan IV 

Batam-Rempang-Galang (Barelang). Konflik yang muncul merupakan salah satu 

bentuk konflik agraria karena konflik tersebut bermula dari isu pengosongan tanah 

masyarakat untuk pembangunan Rempang Eco City, namun disisi lain masyarakat 

menolak hal tersebut karena menganggap tanah tersebut merupakan harta warisan 

generasi demi generasi sejak tahun 1834 (CNN Indonesia, 2023).  

Pihak yang terlibat dalam aksi yang merasa dirugikan terkait dengan adanya 

pembangunan Rempang Eco City masyarakat adat Melayu. Masyarakat adat 

Melayu yang meminta penolakan pembangunan Rempang Eco City telah 

menggugat BP Batam sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan 

izin pembangunan proyek tersebut, serta aparat gabungan TNI dan Polri yang 

bertugas menjamin keselamatan untuk mencegah terjadinya konflik yang 

berkelanjutan. Sabri (2015) menjelaskan masyarakat adat merupakan kesatuan 

sosial yang bersifat tetap dan teratur yang anggotanya tidak hanya terikat oleh 

tempat tinggalnya di suatu wilayah tertentu, baik secara duniawi sebagai tempat 

hidup maupun secara spiritual sebagai tempat pemujaan roh leluhur (teritorial), 

tetapi juga terhubung melalui keturunan karena hubungan darah dan/atau 
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kekerabatan yang sama dengan nenek moyang, atau secara tidak langsung melalui 

hubungan perkawinan atau hubungan adat (silsilah). 

Alih fungsi lahan telah membawa perubahan bagi masyarakat Pulau 

Rempang. Perubahan merupakan suatu keadaan yang tidak dapat terjadi dengan 

sendirinya, pasti ada faktornya untuk perubahan. Faktor tersebut meliputi faktor 

alam dan sosial. Faktor alam dapat berupa bencana alam dan perubahan demografi, 

sedangkan beberapa faktor sosial antara lain perkembangan teknologi, munculnya 

konflik dan ideologi yang dianut masyarakat yang berpotensi mempengaruhi 

perubahan sosial. Peristiwa atau kejadian apa pun kemungkinan besar akan 

menyebabkan perubahan dalam masyarakat. Sedangkan menurut Soerjono 

Soekanto (2010), Beberapa faktor yang dapat memicu perubahan sosial antara lain 

adalah perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan inovatif, terjadinya 

konflik sosial, serta pemberontakan atau revolusi. 

Konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang disebabkan oleh adanya 

disparitas kepentingan antara masyarakat setempat dengan pihak-pihak yang ingin 

mengembangkan wilayah untuk kepentingan ekonomi, seperti pengembangan 

industri, perumahan dan infrastruktur. Konflik-konflik ini seringkali berujung pada 

ketegangan sosial, perpindahan penduduk secara paksa, dan hilangnya mata 

pencaharian tradisional. Masyarakat yang penghidupannya bergantung pada 

sumber daya alam lokal, seperti pertanian, perikanan, dan sumber daya alam dari 

hutan, harus menghadapi kenyataan baru yang tidak hanya mencakup hilangnya 

tempat tinggal yang mengubah cara hidup mereka, namun juga mengancam 

kelestarian lingkungan, serta mengancam keberlanjutan budaya lokal. 

Teori akses yang dikemukakan oleh Ribot dan Peluso (2003) dapat digunakan 

dalam penelitian ini, dikarenakan mampu menjelaskan konsep ”kekuasaan” sebagai 

poin utama dalam teori akses. Analisis utama dari teori akses mencakup 

pemeriksaan terhadap pengaturan kekuasaan diantara para aktor yang sedang atau 

berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Akses bukan sebatas kepemilikan legal 

atas sumber daya, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memperoleh, 

mengendalikan, dan memanfaatkan sumber daya melalui berbagai cara, seperti 

kekuatan sosial, ekonomi, dan politik. Di dalam pengaturan tersebut terdapat sarana 

yang menciptakan sistem dikenal sebagai ”jaringan dan ikatan kekuasaan.” 
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Peralihan pemanfaatan lahan masyarakat Kepulauan Rempang untuk 

kebutuhan sehari-hari menjadi pemanfaatan lahan untuk kepentingan komersial 

telah menimbulkan berbagai dampak terutama pada aspek sosial dan budaya 

masyarakat setempat. Konflik Rempang dari sisi sosial budaya masyarakat 

mengatasi tantangan, terutama tantangan pembangunan yang dihadapi masyarakat 

yang tinggal di “situated development challenges for communities living in “an 

attractive investment place” atau wilayah yang menarik perhatian investasi. 

Ketidakseimbangan faktor tersebut menimbulkan konflik seperti konflik 

kepentingan, konflik terkait sumber daya alam atau ketidakadilan dalam 

pelaksanaan program pembangunan. 

Ketimpangan program pembangunan ini disebabkan oleh terbatasnya 

komunikasi, perbedaan nilai para aktor (pemerintah, swasta, masyarakat), 

lemahnya kepemimpinan atau pengambilan keputusan yang efektif, kesenjangan 

peran, rendahnya produktivitas, serta konflik yang belum terselesaikan. Pulau 

Rempang adalah rumah bagi masyarakat Melayu Galang, masyarakat darat dan laut 

(multikulturalisme/etnosentrisme lensa tunggal). Mengubah penggunaan lahan 

Pulau Rempang mencerminkan ketidakpastian peraturan mengenai penggunaan 

lahan di Indonesia secara umum. Terdapat perbedaan nilai dan kepentingan yang 

menimbulkan konflik.  

Penyebab adanya konflik agraria alih fungsi lahan di Pulau Rempang 

disebabkan oleh beberapa hal penting, antara lain sebagai berikut. 1.) Rencana 

Pembangunan Ekonomi: Pemerintah berencana membangun kawasan ekonomi 

khusus di Pulau Rempang yang dikenal dengan nama Rempang Eco-City, dengan 

tujuan untuk menarik investasi asing, meningkatkan pariwisata, dan mempercepat 

pembangunan industri. Proyek ini membutuhkan lahan yang luas dan melibatkan 

relokasi banyak kawasan pemukiman. 2.) Kepentingan Investasi: dengan adanya 

konversi lahan, pemerintah menargetkan investasi dalam skala besar, terutama di 

sektor industri, pariwisata, dan energi. Hal ini mendorong pemerintah berusaha 

menyiapkan lahan dan infrastruktur yang diperlukan, namun tanpa 

mempertimbangkan dampak sosial terhadap warga yang sudah lama tinggal di sana. 

3.) Kepemilikan lahan dan penguasaan lahan: konflik muncul karena adanya 

tumpang tindih antara kepemilikan tradisional masyarakat lokal dengan izin 
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pengelolaan lahan yang diberikan pemerintah kepada pihak ketiga. Bagi 

masyarakat, tanah ini bukan hanya sekedar tempat tinggal, namun juga bagian dari 

warisan dan identitas budayanya. 4.) Resistensi masyarakat: masyarakat lokal 

menolak konversi lahan karena tidak ingin kehilangan rumah dan sumber 

pendapatannya. Mereka merasa tidak ikut serta dalam perencanaan proyek dan 

tidak menerima kompensasi yang adil. 5.) Krisis sosial dan lingkungan: 

pembangunan skala besar berpotensi mengubah ekosistem Pulau Rempang yang 

dapat merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, penggusuran dan 

pemindahan menyebabkan ketidakstabilan sosial dan masyarakat merasa tidak 

mempunyai hak atas tanahnya (Sumardjono, 2008). 

Konversi lahan dapat menyebabkan perubahan kehidupan masyarakat, 

penjualan tanah kepada pemerintah atau perorangan menyebabkan perubahan sosial 

dan budaya masyarakat, mulai dari perilaku konsumen hingga perubahan gaya 

hidup masyarakat, sikap hidup dan membuka pintu globalisasi. Perubahan dalam 

cara berinteraksi dan mengikuti gaya hidup modern mulai dilakukan bahkan oleh 

masyarakat pedesaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto et al., 

(2020) perubahan fungsi lahan dapat mengakibatkan disintegrasi sosial dan 

kehilangan warisan budaya, di mana masyarakat yang awalnya hidup dalam 

keselarasan mulai mengalami perpecahan. 

Perubahan mata pencaharian masyarakat pedesaan yang tadinya petani atau 

tukang kebun kini menjadi pencari nafkah karena adanya perubahan lahan 

pertanian, banyak petani yang menjual lahan pertaniannya dan menjadi karyawan 

perusahaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, di Kota 

Batam, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian di Pulau Rempang 

mengalami penurunan drastis sebesar 30% dalam lima tahun terakhir akibat 

konversi lahan. Selain itu, survei Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (2023) Universitas Riau menunjukkan bahwa 65% responden 

merasakan dampak negatif konversi lahan terhadap kehidupan sosial dan budaya 

mereka. 

 Berbagai faktor turut berperan dalam hal ini, seperti dorongan untuk 

mendapatkan pendapatan yang lebih besar guna mencukupi kebutuhan sehari-hari, 

niat untuk memperbaiki kualitas hidup keluarga, serta keinginan untuk 



10 

 

Universitas Sriwijaya 
 

menyediakan pendidikan yang baik bagi anak-anak, dengan harapan dapat 

meningkatkan kehidupan anak-anak pada generasi mendatang. Selain itu, intervensi 

pemerintah dan sektor swasta dalam penggunaan lahan seringkali tidak 

mempertimbangkan kepentingan sosial dan budaya masyarakat lokal. Hal ini 

menyebabkan dislokasi sosial, dimana masyarakat mereka kehilangan ikatan 

dengan tanah, lingkungan, dan warisan budaya mereka. Perubahan ini tidak hanya 

berdampak pada struktur ekonomi, namun juga nilai, norma, dan identitas budaya 

masyarakat setempat. 

Berdasarkan fakta konflik dan situasinya dalam penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Fuzain N. A. (2023) dengan judul “Konflik Sengketa Lahan Antara 

Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang 

Eco City”. Penelitian ini membahas terkait Pengembangan Pulau Rempang 

melibatkan pembentukan kawasan industri, komersial, dan pariwisata yang saling 

terhubung dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia, khususnya 

terhadap negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Pembangunan pabrik 

kaca milik Grup Xinyi dan panel surya di lokasi ini menimbulkan sengketa lahan 

antara pemerintah dan PT Makmur Elok Graha. Proyek Rempang Eco-City yang 

dirancang untuk memperkuat daya saing Indonesia di pasar global justru 

menimbulkan ketegangan yang berujung pada ketidakpastian hukum terkait 

pertanahan. Pada Juli 2023, pemerintah menandatangani kesepakatan dengan Xinyi 

Group perusahaan asal Tiongkok untuk mendirikan pabrik kaca dan panel surya di 

Pulau Rempang. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Menteri Investasi/Presiden 

BKPM, Bahlil Lahadalia, di Chengdu, Tiongkok, dengan Presiden Joko Widodo 

hadir sebagai saksi. Investasi proyek ini diperkirakan mencapai USD 11,6 miliar 

atau sekitar Rp 174 triliun. 

Namun, pada 7 September 2023, warga Rempang menggelar aksi unjuk rasa 

yang berujung pada bentrokan dengan BP Batam. Konflik ini dipicu oleh penolakan 

masyarakat setempat terhadap rencana relokasi dan pembangunan proyek yang 

mereka anggap merugikan lingkungan dan mengancam kelangsungan hidup 

mereka sebagai masyarakat adat. Terkait dengan hal ini, ditemukan sejumlah 

pelanggaran terkait hak-hak sosial, kesehatan, lingkungan, serta akses terhadap 

perumahan dan ruang hidup yang layak. Pihak aparat gabungan juga menembakkan 
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gas air mata yang mengakibatkan masyarakat adat mengalami sesak nafas akibat 

menghirup gas air mata tersebut. Warga Rempang merasa tidak dilibatkan dalam 

proses pengembangan Rempang Eco City. Padahal sosialisasi mengenai 

pemindahan dilakukan secara door-to-door oleh BP Batam dengan melibatkan 

pihak kepolisian dan TNI. BP Batam mengemukakan bahwa alasan relokasi ini 

adalah untuk mengantisipasi gangguan kesehatan akibat adanya pabrik kaca dan 

panel surya. 

Proyek pengembangan Pulau Rempang kini tetap berlanjut, dengan fokus 

pada pengembangan kawasan Rempang Eco City. Pada Juli 2023, pemerintah 

kembali menandatangani nota kesepahaman dengan Xinyi Group, yang 

menginvestasikan dana sebesar USD 11,5 miliar atau sekitar Rp 172 triliun untuk 

membangun pabrik kaca dan panel surya. Proyek ini diharapkan menciptakan 

30.000 lapangan kerja, dengan rencana dimulai pada September 2023. 

Pengembangan Pulau Rempang di bawah naungan MEG, yang ditargetkan akan 

menghasilkan investasi hingga Rp 318 triliun pada tahun 2080. Proyek ini juga 

masuk dalam program strategis nasional tahun ini sesuai dengan Keputusan Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2023, 

dengan pembangunan dilakukan di dua kelurahan di Pulau Rempang, yakni 

Sembulang dan Rempang Cate. 

Penelitian ini lebih fokus pada bagaimana konflik agraria telah memberikan 

dampak yang besar dalam mengubah tatanan kehidupan masyarakat adat yang 

disebabkan adanya alih fungsi lahan, khususnya di Kelurahan Sembulang, Pulau 

Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Berfokus pada masyarakat adat 

yang berada di Sembulang, penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika 

perubahan yang terjadi serta implikasinya terhadap kelangsungan hidup masyarakat 

lokal di arus modernisasi dan globalisasi.  

Pada awal penelitian, observasi menunjukkan bahwa perubahan penggunaan 

lahan di Sembulang Pulau Rempang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, yang 

dilakukan untuk proyek Rempang Eco City, telah mengakibatkan perubahan dalam 

aspek sosial budaya masyarakat setempat. Rempang Eco City merupakan inisiatif 

untuk mengembangkan kawasan ekonomi baru yang terletak di Pulau Rempang, 

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Proyek ini dirancang sebagai kawasan 
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terpadu yang mencakup sektor industri, komersial, dan pariwisata dengan tujuan 

untuk meningkatkan daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga 

seperti Singapura dan Malaysia. Pengembangan proyek ini merupakan hasil kerja 

sama antara Badan Pengusahaan Batam (BP), Pemerintah Kota Batam, dan PT 

Makmur Elok Graha (MEG) (Kompas, 2023). 

Masyarakat diwajibkan untuk menerima kebijakan pemerintah yang 

menggantikan kepemilikan lahan mereka, yang dulunya digunakan untuk pertanian 

dan tempat tinggal, serta harus meninggalkan tanah yang telah mereka huni selama 

bertahun-tahun demi kelancaran proyek Rempang Eco-City. Berdasarkan hal 

tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Pasca Adanya Alih Fungsi Lahan di 

Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, identifikasi 

dan pembatasan masalah dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: 

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya Konflik Agraria Alih Fungsi Lahan 

pada Masyarakat Adat di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi 

Kepulauan Riau? 

2. Bagaimana Dampak Adanya Alih Fungsi Lahan terhadap Kehidupan 

Sosial Budaya Masyarakat Adat di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi 

Kepulauan Riau? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Pasca Adanya Alih Fungsi 

Lahan di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini mencakup hal-hal berikut: 
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1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Konflik Agraria 

Alih Fungsi Lahan pada masyarakat adat di Pulau Rempang, Kota Batam, 

Provinsi Kepulauan Riau. 

2. Untuk mengetahui dampak adanya alih fungsi lahan terhadap kehidupan 

sosial budaya masyarakat adat di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi 

Kepulauan Riau. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka 

manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah agar dapat memperbanyak literatur 

terhadap timbulnya konflik yang terjadi pada masyarakat adat disebabkan konflik 

agraria dan alih fungsi lahan memberikan perubahan terhadap masyarakat setempat. 

Dengan adanya penelitian ini juga dapat menambah wawasan dalam teori-teori 

perubahan sosial dan agraria, serta bagaimana dampak dari adanya konflik agraria 

alih fungsi lahan terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat adat lokal. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, yaitu 

dalam memberikan kontribusi kepada : 

a. Bagi Penulis 

Memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis, Penelitian ini memiliki 

potensi untuk memberikan kontribusi berharga dalam ranah disiplin Sosiologi 

dengan membuka perspektif baru mengenai pertimbangan pemerintah daerah 

maupun pusat dalam merumuskan kebijakan publik terhadap isu-isu konflik 

agraria terhadap masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan 

saran praktis tentang cara-cara yang efektif untuk mengatasi dampak sosial 

budaya akibat alih fungsi lahan yang merugikan masyarakat lokal, seperti 

mediasi atau program pemberdayaan masyarakat yang terkena dampak alih 

fungsi lahan, sekaligus memberikan wawasan secara mendalam terkait 

Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Pasca Adanya Alih Fungsi Lahan di 

Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. 
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b. Bagi peneliti selanjutnya 

Menghadirkan sumbangan penting bagi pengembangan penelitian 

berikutnya, skripsi ini memiliki potensi untuk menjadi landasan acuan bagi 

penelitian lebih lanjut mengenai Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Pasca 

Adanya Alih Fungsi Lahan di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi 

Kepulauan Riau, ini dapat membantu memahami lebih baik dan menemukan 

solusi yang lebih kreatif. 
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